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PUTUSAN
Nomor 0992/Pdt.G/2018/PA.Sor

A :
P 57 ) .|
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Bandung
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten

Bandung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka

sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2018
telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Soreang, dengan Nomor 0992/Pdt.G/2018/PA.Sor, tanggal 20
Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Parunghalang Rt. 010 Rw.
002 Desa Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung sebagaimana
ternyata dari KTP atas nama Penggugat tanggal 14 Agustus 2012 yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung.

2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kecamatan Baleendah
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Kabupaten Bandung sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Nomor 990/146/V1/2011

tertanggal 19 Juni 2011.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
rumah milik bersama di Kampung Parunghalang RT 010 RW 002 Kelurahan
Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan telah bergaul baik
selayaknya suami istri sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
ANAK KANDUNG | tanggal lahir 07 Januari 2012;

4, Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan
sejahtera, namun sejak bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang di sebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat kurang terbuka dalam masalah nafkah kepada
Penggugat sehingga berdampak pada pemberian nafkah kepada
Penggugat yang tidak mencukupi, rata-rata Tergugat memberi nafkah
sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per minggu namun kurang
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. disamping itu Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat seperti
menampar, memukul dan mendorong Penggugat sampai Penggugat
kesakitan.;

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni
2018, yang akibatnya Penggugat pulang ke kediaman orangtua Penggugat,
sehingga sejak saat itu sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada
hubungan layaknya suami istri.;

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah
dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta
keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman
dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk
bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap
mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, sudah tidak ada harapan

untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan
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perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah
warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya
akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat
mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa
pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan
mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tegugat (terhadap Penggugat (Nining
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan
perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa
sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasai dan untuk
kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara
tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani
Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau
menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Mustofa Supri
Zulfatoni, S. HI sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator
Nomor 0992/Pdt.G/2018/PA.Sor tertanggal 21 Januari 2019, Mediator telah
melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Mustofa Supri Zulfatoni,
S. H.I menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana
ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 0992/Pdt.G/2018/PA.Sor
tertanggal 21 Januari 2019;

Bahwa’selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar, karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
3204324811930011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat
tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 990/146/VI/2011 tanggal 19 Juni 2011
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi
materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-
dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:
1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di
Kampung Parunghalang RT 010 RW 002 Kelurahan Andir Kecamatan
Baleendah Kabupaten Bandung. Saksi adalah ayah kandung Penggugat.
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Endan Dayari bin Mamat Rahmat
sebagai suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung
Parunghalang RT 10 RW 02 Kelurahan Andir Kabupaten Bandung;

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni
2018 yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai
dari Tergugat;

2. Eti binti Maman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Kampung Parunghalang RT 010 RW 002 Kelurahan Andir
Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Saksi adalah ibu kandung
Penggugat.
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Endan Dayari bin Mamat Rahmat
sebagai suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung
Parunghalang RT 10 RW 02 Kelurahan Andir Kabupaten Bandung;

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan tidak
terbuka masalah keuangan kepada Penggugat sehingga nafkah tidak
tercukupi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni
2018 yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai
dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan
mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;
Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap
dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
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yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga
negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya berdomisili
di Kampung Parunghalang RT 10 RW 02 Kelurahan Andir Kabupaten Bandung

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat
mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, setelah diteliti isinya
membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera
dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut, termasuk yurisdiksi relatif
Pengadilan Agama Soreang maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang
berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat
(4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha
tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perma
Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses
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mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa
Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut,
Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti,
telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan
isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada
tanggal 19 Juni 2011,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan
bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti,
oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan
bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (legal standing), dan
Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum
(persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bahwa
Tergugat kurang terbuka dalam masalah nafkah kepada Penggugat sehingga
berdampak pada pemberian nafkah kepada Penggugat yang tidak mencukupi,
rata-rata Tergugat memberi nafkah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah) per minggu namun kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
disamping itu Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat seperti
menampar, memukul dan mendorong Penggugat sampai Penggugat kesakitan.
Puncak perselisahan dan pertengkaran yaitu bulan Juni 2018 dan sejak itu
antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban
Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi kecuali

pada sidang mediasi;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama
SAKSI | sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di
persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas
minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat
dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (in person),
telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan
keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan
bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi,
oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR. jo Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,
keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti
yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang
sudah dikonstatir yaitu;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak
tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis
lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk
dirukunkan kembali, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal
dengan Tergugat sejak bulan Juni 2018;

3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis
lagi, rasa kasih sayang antara mereka telah bertukar dengan kebencian,
sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah,
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mawaddah dan rahmah, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-
Qur’an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah
tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan
oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak
atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah
sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua
belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik
satu-satunya adalah perceraian sesuai kaidah yang diambil alih menjadi
pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

adlid) (s e adie jladl ads

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada
meraih keuntungan, (‘Abdul Wahab Khalaf, ‘llmu Ushul Al-Figh, 1907 halaman
208).

Al il gale (3l Lgan g3 A g3l A pas i) 1)

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah
sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya
dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal
19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah
terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat
telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan
perceraian sebagaimana maksud Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan

dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat DAN PENGGUGAT
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 301000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Evi Sofyah, S.Ag.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.l. dan Elfid Nurfitra Mubarok,
S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Soleh Nurdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Maya Gunarsih, S.H.I. Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I.
Panitera Pengganti
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Soleh Nurdin, S.H.
PERINCIAN BIAYA:

Pendaftaran 30.000,00
Proses 50.000,00
Panggilan Penggugat 70.000,00
Panggilan Tergugat 140.000,00
Redaksi 5.000,00
Materai 6.000,00
Jumlah 301.000,00
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